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Abstrak  
Penelitian ini bertujuan menganalisis kinerja keuangan daerah di Provinsi Aceh dilihat dari : 
(1) Rasio kemandirian keuangan daerah, (2) Rasio efektivitas, (3) Rasio efisiensi keuangan 
daerah, dan (4) Rasio pertumbuhan pendapatan. Penelitian ini menggunakan metode 
penelitian analisis deskriptif kuantitatif. Sampel yang digunakan sebanyak 23 
kabupaten/kota yang ada di Provinsi Aceh. Hasil penelitian dilihat dari (1) Rasio 
kemandirian keuangan daerah masih tergolong Rendah Sekali dan memiliki hasil pola 
hubungan yang instruktif (2) Rasio efektivitas secara keseluruhan memiliki hasil tidak efektif 
(3) Rasio efisiensi keuangan daerah secara keseluruhan memiliki hasil tidak efisien (4) Rasio 
pertumbuhan pendapatan memiliki hasil belanja operasi lebih besar dibandingkan belanja 
modal, maka pertumbuhannya negatif.  
 
Kata Kunci: kinerja keuangan daerah, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas, rasio 
efisiensi, rasio pertumbuhan pendapatan. 
 

Abstract 
This study aims to analyze the regional financial performance in Aceh Province as seen from: 
(1) Regional financial independence ratio, (2) Effectiveness ratio, (3) Regional financial 
efficiency ratio, and (4) Income growth ratio. This study uses quantitative descriptive analysis 
research methods. The sample used was 23 districts/cities in Aceh Province. The results of the 
study are seen from (1) The ratio of regional financial independence is still very low and has 
an instructive relationship pattern (2) The overall effectiveness ratio has ineffective results (3) 
The overall regional financial efficiency ratio has inefficient results (4) Ratio revenue growth 
has a result of operating expenditure greater than capital expenditure, then the growth is 
negative. 
 
Keywords: regional financial performance, regional financial independence ratio, effectiveness 
ratio, efficiency ratio, income growth ratio. 
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PENDAHULUAN  

Pengelolaan keuangan daerah sangat penting dalam mendukung akselerasi 
pembangunan suatu daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu menunjukkan 
pengelolaan keuangan daerah yang baik, berdasarkan tiga elemen utama yaitu 
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ekonomis, efisien dan efektif, serta transparan dan akuntabel (Mardiasmo, 2018). 
Salah satu ukuran kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi 
daerah adalah kinerja keuangan daerah (Poyoh et al., 2017). Kinerja keuangan daerah 
merupakan wujud dari fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi (Salhefni & 
Digdowiseiso, 2021). Fungsi tersebut merupakan indikator dari keberhasilan 
pembangunan daerah, yang tujuan utamanya adalah menurunkan tingkat 
kemiskinan (Soleh, 2015).  

Pemerintah Provinsi Aceh merupakan salah satu daerah yang menerima dana 
transfer ke daerah dari pemerintah pusat, berupa dana otonomi khusus (Otsus). 
Selain dana Otsus, Pemerintah Aceh juga mendapatkan dana perimbangan berupa 
Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Secara teoritis, 
dana transfer ke daerah yang besar dapat menurunkan tingkat kemiskinan di 
daerahnya. Hal tersebut menandakan terdapat permasalahan kinerja keuangan 
daerah Provinsi Aceh yang belum optimal dalam mencapai kinerja makroekonomi 
daerah yang diharapkan, khususnya dalam penurunan tingkat kemiskinan. 

 
METODOLOGI 
 Data yang digunakan merupakan data skunder berupa laporan keuangan 
kabupaten/kota Provinsi Aceh yang diambil dari website resmi Direktorat Jenderal 
Perimbangan Keuangan (DJPK) dari tahun 2015-2019. Kinerja keuangan daerah 
dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas, rasio efisiensi 
keuangan daerah,. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Kinerja Keuangan Daerah kabupaten/kota di Provinsi Aceh 

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah 
Hasil dari perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dapat dilihat 
pada tabel di bawah ini : 
 
Tabel 1Presentase Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di 

Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2015-2019 

No Kabupaten/Kota 

Tahun (%) 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 Kab. Aceh Barat 15,97 14,33 15,90 14,51 13,02 

2 Kab. Aceh Besar 11,93 9,34 10,08 11,88 11,71 

3 Kab. Aceh Selatan 9,35 11,10 11,74 12,87 12,33 
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No Kabupaten/Kota 

Tahun (%) 

2015 2016 2017 2018 2019 

4 Kab. Aceh Singkil 5,81 5,03 5,45 6,76 6,56 

5 Kab. Aceh Tengah 16,60 11,62 12,36 14,20 18,15 

6 Kab. Aceh Tenggara 6,34 5,36 5,91 8,06 11,00 

7 Kab. Aceh Timur 9,67 8,97 14,61 16,49 16,73 

8 Kab. Aceh Utara 12,69 21,22 10,25 15,73 12,67 

9 Kab. Bireuen 13,02 12,56 11,61 12,05 9,88 

10 Kab. Pidie 15,79 14,26 16,57 14,85 15,28 

11 Kab. Simeulue 8,13 6,98 8,02 8,60 10,72 

12 Kota Banda Aceh 25,89 29,98 33,44 29,66 27,69 

13 Kota Sabang 11,59 9,23 10,99 10,52 11,57 

14 Kota langsa 18,80 16,36 15,34 18,75 17,06 

15 Kota Lhokseumawe 7,45 6,95 7,92 10,26 8,14 

16 Kab. Gayo Lues 4,85 5,89 8,81 6,27 5,94 

17 Kab. Aceh Barat Daya 8,72 9,87 12,38 10,96 12,31 

18 Kab. Aceh Jaya 6,01 6,04 7,05 9,46 8,79 

19 Kab. Nagan Raya 10,48 12,04 8,63 11,30 10,20 
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No Kabupaten/Kota 

Tahun (%) 

2015 2016 2017 2018 2019 

20 Kab. Aceh Tamiang 10,14 10,14 10,33 14,55 12,00 

21 Kab. Bener Meriah 9,19 8,44 10,25 11,01 9,56 

22 Kab. Pidie Jaya 6,14 5,68 5,78 7,55 8,77 

23 Kota Subulussalam 6,24 7,15 10,10 8,17 9,31 

Sumber Data : APBD Provinsi Aceh Tahun 2015-2019 (Diolah Peneliti, 2021) 

Tabel 2 Pola Hubungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah 
Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2015-2019 

No Kabupaten/Kota 

Tahun (%) 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 Kab. Aceh Barat Instruktif Instruktif Instruktif Instruktif Instruktif 

2 Kab. Aceh Besar Instruktif Instruktif Instruktif Instruktif Instruktif 

3 Kab. Aceh Selatan Instruktif Instruktif Instruktif Instruktif Instruktif 

4 Kab. Aceh Singkil Instruktif Instruktif Instruktif Instruktif Instruktif 

5 Kab. Aceh Tengah Instruktif Instruktif Instruktif Instruktif Instruktif 

6 Kab. Aceh Tenggara Instruktif Instruktif Instruktif Instruktif Instruktif 

7 Kab. Aceh Timur Instruktif Instruktif Instruktif Instruktif Instruktif 

8 Kab. Aceh Utara Instruktif Instruktif Instruktif Instruktif Instruktif 

9 Kab. Bireuen Instruktif Instruktif Instruktif Instruktif Instruktif 

10 Kab. Pidie Instruktif Instruktif Instruktif Instruktif Instruktif 
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No Kabupaten/Kota 

Tahun (%) 

2015 2016 2017 2018 2019 

11 Kab. Simeulue Instruktif Instruktif Instruktif Instruktif Instruktif 

12 Kota Banda Aceh Konsultif Konsultif Konsultif Konsultif Konsultif 

13 Kota Sabang Instruktif Instruktif Instruktif Instruktif Instruktif 

14 Kota langsa Instruktif Instruktif Instruktif Instruktif Instruktif 

15 Kota Lhokseumawe Instruktif Instruktif Instruktif Instruktif Instruktif 

16 Kab. Gayo Lues Instruktif Instruktif Instruktif Instruktif Instruktif 

17 Kab. Aceh Barat Daya Instruktif Instruktif Instruktif Instruktif Instruktif 

18 Kab. Aceh Jaya Instruktif Instruktif Instruktif Instruktif Instruktif 

19 Kab. Nagan Raya Instruktif Instruktif Instruktif Instruktif Instruktif 

20 Kab. Aceh Tamiang Instruktif Instruktif Instruktif Instruktif Instruktif 

21 Kab. Bener Meriah Instruktif Instruktif Instruktif Instruktif Instruktif 

22 Kab. Pidie Jaya Instruktif Instruktif Instruktif Instruktif Instruktif 

23 Kota Subulussalam Instruktif Instruktif Instruktif Instruktif Instruktif 

Sumber Data : APBD Provinsi Aceh Tahun 2015-2019 (Diolah Peneliti, 2021) 

Berdasarkan hasil perhitungan rasio pada tabel 4.24 dan pola hubungan pada 
tabel 2 di atas diketahui bahwa kemampuan kemandirian keuangan di setiap 
kabupaten/kota yang ada di provinsi Aceh tergolong masih sangat rendah ≤ 25%. 
Kota Banda Aceh selama tahun 2015-2019 memiliki pola hubungan yang konsultif 
sedikit lebih baik dibandingkan dengan Kabupaten dan Kota lainnya yang ada di 
Provinsi Aceh dengan pola hubungan yang instruktif. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Harliyani dan Haryadi (2016) di Provinsi 
Jambi menjelaskan bahwa kinerja keuangan pemerintah Provinsi Jambi dilihat dari 
rasio kemandirian keuangan daerah sangat kurang (instruktif) dan di Provinsi Aceh 
juga instruktif. Perbandingan kedua daerah tersebut dikatakan memiliki kinerja yang 
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rendah sekali yakni dalam kategori pola hubungan instruktif. Secara keseluruhan 
peran pemerintah pusat masih sangat mendominasi dibandingkan peran pemerintah 
daerah yakni daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerahnya dengan baik.  

Pola hubungan instruktif ini menggambarkan bahwa partisipasi masyarakat 
dalam membayar pajak dan retribusi daerah masih sangat rendah yang artinya 
tingkat kesejahteraan masyarakatnya pun rendah. 

2. Rasio Efektivitas 
 Hasil dari perhitungan Rasio Efektivitas PAD dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini : 

Tabel 2 Presentase Rasio Efektivitas Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 
2015-2019 

No Kabupaten/Kota 

Tahun (%) 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 Kab. Aceh Barat 107,81 122,69 108,39 91,69 91,17 

2 Kab. Aceh Besar 153,91 123,03 127,94 120,46 126,42 

3 Kab. Aceh Selatan 117,24 133,81 119,10 91,69 94,18 

4 Kab. Aceh Singkil 106,13 80,83 87,59 82,00 77,68 

5 Kab. Aceh Tengah 106,78 109,09 103,94 82,39 105,23 

6 Kab. Aceh Tenggara 92,10 98,28 80,96 108,60 117,70 

7 Kab. Aceh Timur 94,13 78,82 134,20 94,72 98,30 

8 Kab. Aceh Utara 100,77 183,75 81,78 83,51 114,22 

9 Kab. Bireuen 103,35 103,34 100,80 89,66 89,12 

10 Kab. Pidie 111,23 108,66 86,97 72,40 86,19 

11 Kab. Simeulue 127,94 120,72 138,04 132,20 121,22 

12 Kota Banda Aceh 125,63 122,16 112,37 83,65 81,83 
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No Kabupaten/Kota 

Tahun (%) 

2015 2016 2017 2018 2019 

13 Kota Sabang 96,24 88,44 112,67 122,70 109,27 

14 Kota langsa 98,89 100,86 96,81 96,56 74,61 

15 Kota Lhokseumawe 116,72 84,41 90,36 98,64 88,48 

16 Kab. Gayo Lues 146,07 115,30 128,39 89,58 74,45 

17 Kab. Aceh Barat Daya 101,98 107,33 109,85 93,60 102,34 

18 Kab. Aceh Jaya 109,64 93,79 89,76 104,83 101,08 

19 Kab. Nagan Raya 121,50 102,77 73,81 81,32 62,82 

20 Kab. Aceh Tamiang 92,75 88,68 90,47 98,20 95,97 

21 Kab. Bener Meriah 98,55 109,45 83,65 73,20 93,27 

22 Kab. Pidie Jaya 148,01 93,71 96,11 82,05 99,51 

23 Kota Subulussalam 96,99 97,26 101,06 63,30 90,03 

Sumber Data : APBD Provinsi Aceh Tahun 2015-2019 (Diolah Peneliti, 2021) 

Tabel 3 Kriteria Rasio Efektivitas Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 
2015-2019 

No Kabupaten/Kota 

Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 Kab. Aceh Barat Efektif Efektif Efektif Tidak Efektif Tidak Efektif 

2 Kab. Aceh Besar Efektif Efektif Efektif Efektif Efektif 

3 Kab. Aceh Selatan Efektif Efektif Efektif Tidak Efektif Tidak Efektif 
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No Kabupaten/Kota 

Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 

4 Kab. Aceh Singkil Efektif Tidak Efektif Tidak Efektif Tidak Efektif Tidak Efektif 

5 Kab. Aceh Tengah Efektif Efektif Efektif Tidak Efektif Efektif 

6 Kab. Aceh Tenggara Tidak Efektif Tidak Efektif Tidak Efektif Efektif Efektif 

7 Kab. Aceh Timur Tidak Efektif Tidak Efektif Efektif Tidak Efektif Tidak Efektif 

8 Kab. Aceh Utara Efektif Efektif Tidak Efektif Tidak Efektif Efektif 

9 Kab. Bireuen Efektif Efektif Efektif Tidak Efektif Tidak Efektif 

10 Kab. Pidie Efektif Efektif Tidak Efektif Tidak Efektif Tidak Efektif 

11 Kab. Simeulue Efektif Efektif Efektif Efektif Efektif 

12 Kota Banda Aceh Efektif Efektif Efektif Tidak Efektif Tidak Efektif 

13 Kota Sabang Tidak Efektif Tidak Efektif Efektif Efektif Efektif 

14 Kota langsa Tidak Efektif Efektif Tidak Efektif Tidak Efektif Tidak Efektif 

15 Kota Lhokseumawe Efektif Tidak Efektif Tidak Efektif Tidak Efektif Tidak Efektif 

16 Kab. Gayo Lues Efektif Efektif Efektif Tidak Efektif Tidak Efektif 

17 Kab. Aceh Barat Daya Efektif Efektif Efektif Tidak Efektif Efektif 

18 Kab. Aceh Jaya Efektif Tidak Efektif Tidak Efektif Efektif Efektif 

19 Kab. Nagan Raya Efektif Efektif Tidak Efektif Tidak Efektif Tidak Efektif 

20 Kab. Aceh Tamiang Tidak Efektif Tidak Efektif Tidak Efektif Tidak Efektif Tidak Efektif 

21 Kab. Bener Meriah Tidak Efektif Efektif Tidak Efektif Tidak Efektif Tidak Efektif 
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No Kabupaten/Kota 

Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 

22 Kab. Pidie Jaya Efektif Tidak Efektif Tidak Efektif Tidak Efektif Tidak Efektif 

23 Kota Subulussalam Tidak Efektif Tidak Efektif Efektif Tidak Efektif Tidak Efektif 

Sumber Data : APBD Provinsi Aceh Tahun 2015-2019 (Diolah Peneliti, 2021) 
 Berdasarkan hasil perhitungan rasio pada tabel 4.26 dan kriteria pada 
tabel 3 di atas diketahui bahwa efektivitas kabupaten/kota di provinsi Aceh 
masih belum baik. Hal ini di buktikan di setiap kabupaten/kota selama tahun 
2015-2019 memiliki rata-rata rasio tidak efektif, hanya kabupaten simeuleu 
yang konsisten dengan rasio diatas 100% dengan krteria efektif. Penerimaan 
dari sektor pajak dan retribusi daerah di setiap kabupaten/kota masih 
terbilang kurang dari yang dianggarkan sebelumnya, sehingga membuat rasio 
pada kabupaten/kota yang ada di provinsi aceh tidak efektif. 
 Pada penelitian yang dilakukan Harahap (2020) di Kabupaten Tapanuli 
Tengah menjelaskan bahwa kinerja keuangan daerah dilihat dari rasio 
efektifitas dikategorikan cukup efektif sedangkan pada Provinsi Aceh tidak 
efektif. Karena penerimaan Provinsi Aceh dari sektor pajak dan retribusi 
daerah kurang dari yang dianggarkan sebelumnya, diharapkan Provisi Aceh 
dapat memaksimalkan potensi-potensi yang menjadi sumber pendapatan asli 
daerah lainnya, agar Provinsi Aceh dapat melampaui target biaya yang telah 
ditentukan. 

3. Rasio Efsisiensi Keuangan Daerah 
Hasil perhitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah dapat dilihat pada tabel 
di bawah ini : 

Tabel 4 Presentase Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di 
Provinsi Aceh Tahun 2015-2019 

No Kabupaten/Kota 

Tahun (%) 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 Kab. Aceh Barat 102,44 102,67 99,16 97,25 97,69 

2 Kab. Aceh Besar 94,22 104,82 97,71 104,00 100,44 

3 Kab. Aceh Selatan 96,74 101,45 100,30 99,35 101,88 

4 Kab. Aceh Singkil 99,09 107,34 99,88 98,72 98,88 
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No Kabupaten/Kota 

Tahun (%) 

2015 2016 2017 2018 2019 

5 Kab. Aceh Tengah 96,61 105,08 99,76 98,04 99,97 

6 Kab. Aceh Tenggara 100,87 99,06 95,71 107,11 100,33 

7 Kab. Aceh Timur 98,34 101,59 101,75 99,28 101,96 

8 Kab. Aceh Utara 101,74 100,82 99,87 99,94 101,18 

9 Kab. Bireuen 96,40 105,38 98,08 100,44 99,17 

10 Kab. Pidie 98,06 103,63 95,85 102,24 101,52 

11 Kab. Simeulue 97,20 97,98 100,16 102,19 102,94 

12 Kota Banda Aceh 97,69 100,75 98,46 103,34 101,17 

13 Kota Sabang 109,80 95,78 95,32 97,11 101,58 

14 Kota langsa 99,98 101,44 100,67 98,19 102,26 

15 Kota Lhokseumawe 105,18 97,96 96,50 103,48 101,01 

16 Kab. Gayo Lues 95,67 100,47 100,52 101,36 104,33 

17 Kab. Aceh Barat Daya 95,53 107,20 96,05 92,33 101,35 

18 Kab. Aceh Jaya 98,33 104,57 100,99 111,62 98,30 

19 Kab. Nagan Raya 102,11 99,49 100,30 100,50 100,15 

20 Kab. Aceh Tamiang 103,92 97,13 101,26 96,64 102,66 

21 Kab. Bener Meriah 99,06 101,73 99,88 100,10 99,64 

22 Kab. Pidie Jaya 98,17 99,06 72,04 140,10 97,59 
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No Kabupaten/Kota 

Tahun (%) 

2015 2016 2017 2018 2019 

23 Kota Subulussalam 97,55 103,28 100,98 100,21 98,79 

Sumber Data : APBD Provinsi Aceh Tahun 2015-2019 (Diolah Peneliti, 2021) 
Tabel 5 Kriteria Rasio Efesiensi Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di 

Provinsi Aceh Tahun 2015-2019 

No Kabupaten/Kota 

Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 Kab. Aceh Barat Tidak Efisien Tidak Efisien Efisien Efisien Efisien 

2 Kab. Aceh Besar Efisien Tidak Efisien Efisien Tidak Efisien Tidak Efisien 

3 Kab. Aceh Selatan Efisien Tidak Efisien Tidak Efisien Efisien Tidak Efisien 

4 Kab. Aceh Singkil Efisien Tidak Efisien Efisien Efisien Efisien 

5 Kab. Aceh Tengah Efisien Tidak Efisien Efisien Efisien Efisien 

6 Kab. Aceh Tenggara Tidak Efisien Efisien Efisien Tidak Efisien Tidak Efisien 

7 Kab. Aceh Timur Efisien Tidak Efisien Tidak Efisien Efisien Tidak Efisien 

8 Kab. Aceh Utara Tidak Efisien Tidak Efisien Efisien Efisien Tidak Efisien 

9 Kab. Bireuen Efisien Tidak Efisien Efisien Tidak Efisien Efisien 

10 Kab. Pidie Efisien Tidak Efisien Efisien Tidak Efisien Tidak Efisien 

11 Kab. Simeulue Efisien Efisien Tidak Efisien Tidak Efisien Tidak Efisien 

12 Kota Banda Aceh Efisien Tidak Efisien Efisien Tidak Efisien Tidak Efisien 

13 Kota Sabang Tidak Efisien Efisien Efisien Efisien Tidak Efisien 
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No Kabupaten/Kota 

Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 

14 Kota langsa Efisien Tidak Efisien Tidak Efisien Efisien Tidak Efisien 

15 Kota Lhokseumawe Tidak Efisien Efisien Efisien Tidak Efisien Tidak Efisien 

16 Kab. Gayo Lues Efisien Tidak Efisien Tidak Efisien Tidak Efisien Tidak Efisien 

17 Kab. Aceh Barat Daya Efisien Tidak Efisien Efisien Efisien Tidak Efisien 

18 Kab. Aceh Jaya Efisien Tidak Efisien Tidak Efisien Tidak Efisien Efisien 

19 Kab. Nagan Raya Tidak Efisien Efisien Tidak Efisien Tidak Efisien Tidak Efisien 

20 Kab. Aceh Tamiang Tidak Efisien Efisien Tidak Efisien Efisien Tidak Efisien 

21 Kab. Bener Meriah Efisien Tidak Efisien Efisien Tidak Efisien Efisien 

22 Kab. Pidie Jaya Efisien Efisien Efisien Tidak Efisien Efisien 

23 Kota Subulussalam Efisien Tidak Efisien Tidak Efisien Tidak Efisien Efisien 

Sumber Data : APBD Provinsi Aceh Tahun 2015-2019 (Diolah Peneliti, 2021) 

 Berdasarkan hasil perhitungan rasio pada tabel 4.28 dan kriteria pada 
tabel 5 di atas diketahui bahwa efisiensi kabupaten/kota di provinsi Aceh 
masih belum baik. Meskipun rasio setiap tahun 2015-2019 di berbagai 
kabupaten/kota di Provinsi Aceh memiliki presentase rasio efisien akan tetapi 
presentase efisiensi nya masih diatas 90% yang artinya pemerintah daerah di 
pengelolaan belanja daerah dan pendapatan daerah yang diterima, belum 
dilakasanakan secara maksimal. Pada kabupaten pidie jaya di tahun 2017 
memiliki presentase efisiensi sebesar 72,04%, akan tetapi pada tahun 
berikutnya presentasenya meningkat sebesar 50% menjadi 140,10%.   
 Penelitian yang dilakukan oleh Mizkan (2015), menjelaskan bahwa 
kinerja keuangan pemerintah Kota Pekanbaru dilihat dari rasio efieinsi 
keuangan daerah adalah efisien sedangkan Provinsi Aceh memiliki rata-rata 
rasio  tidak efisien. Pemerintah Kota Pekanbaru diketahui mampu 
menyeimbangkan pendapatan dan belanja daerahmya dengan baik. 
Sedangkan Pemerintah Provinsi Aceh diharapkan untuk lebih menekankan 
lagi pengelolaan keuangan belanja daerah dan pendapatan nya agar kinerja 
keuangan nya membaik serta efisien. 
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4. Rasio Pertumbuhan Pendapatan 
Hasil dari perhitungan Rasio Pertumbuhan Pendapatan dapat dilihat pada 
tabel di bawah ini : 
Tabel 6 Presentase Rasio Pertumbuhan Pendapatan (PAD) Kabupaten/Kota 

di Provinsi Aceh Tahun 2015-2019 

No Kabupaten/Kota 

Tahun (%) 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 Rata-Rata 

1 Kab. Aceh Barat 7,81 15,03 -6,95 2,19 4,52 

2 Kab. Aceh Besar -3,73 7,52 9,64 6,53 4,99 

3 Kab. Aceh Selatan 35,96 11,82 7,95 -7,95 11,94 

4 Kab. Aceh Singkil 6,81 3,29 4,25 -0,06 3,58 

5 Kab. Aceh Tengah -1,11 4,40 -7,47 13,36 2,29 

6 Kab. Aceh Tenggara 3,89 -2,28 33,65 46,55 20,45 

7 Kab. Aceh Timur -4,42 61,54 11,19 9,26 19,39 

8 Kab. Aceh Utara 100,10 -47,95 48,22 -6,67 23,43 

9 Kab. Bireuen 7,01 3,64 -6,98 -12,79 -2,28 

10 Kab. Pidie 18,52 7,26 -11,36 2,54 4,24 

11 Kab. Simeulue 5,89 25,59 3,36 25,85 15,17 

12 Kota Banda Aceh 23,19 4,48 -8,85 -4,53 3,57 

13 Kota Sabang -3,68 15,29 3,83 3,74 4,79 

14 Kota langsa 11,23 -1,01 0,98 -5,01 1,55 

15 Kota Lhokseumawe -0,37 11,78 4,18 -6,36 2,31 
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No Kabupaten/Kota 

Tahun (%) 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 Rata-Rata 

16 Kab. Gayo Lues 11,76 30,33 -19,16 5,45 7,10 

17 Kab. Aceh Barat Daya 31,55 13,76 -8,85 8,24 11,18 

18 Kab. Aceh Jaya 13,34 14,91 11,46 24,14 15,96 

19 Kab. Nagan Raya 30,35 -28,94 31,15 -9,77 5,70 

20 Kab. Aceh Tamiang 13,54 1,92 19,80 -7,44 6,96 

21 Kab. Bener Meriah 13,11 23,45 3,75 1,53 10,46 

22 Kab. Pidie Jaya 3,17 3,09 21,14 19,85 11,81 

23 Kota Subulussalam 17,85 33,57 -35,69 42,54 14,57 

Sumber Data : APBD Provinsi Aceh Tahun 2015-2019 (Diolah Peneliti, 2021) 
Tabel 7 Presentase Rasio Pertumbuhan Pendapatan Kabupaten/Kota di 

Provinsi Aceh Tahun 2015-2019 

No Kabupaten/Kota 

Tahun (%) 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 Rata-Rata 

1 Kab. Aceh Barat 18,11 5,38 -8,36 11,87 6,75 

2 Kab. Aceh Besar 13,75 3,55 -7,50 10,72 5,13 

3 Kab. Aceh Selatan 12,67 5,97 -11,94 6,71 3,35 

4 Kab. Aceh Singkil 5,94 -2,46 -14,38 19,31 2,10 

5 Kab. Aceh Tengah 12,07 -1,46 -16,35 9,84 1,02 

6 Kab. Aceh Tenggara 19,26 -3,03 -21,32 21,86 4,19 
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No Kabupaten/Kota 

Tahun (%) 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 Rata-Rata 

7 Kab. Aceh Timur 12,67 13,57 -17,80 20,47 7,23 

8 Kab. Aceh Utara 21,75 -0,51 -6,26 15,71 7,67 

9 Kab. Bireuen 10,20 14,79 -16,88 10,77 4,72 

10 Kab. Pidie 19,20 4,90 -10,41 9,47 5,79 

11 Kab. Simeulue 19,17 12,32 -15,72 15,77 7,89 

12 Kota Banda Aceh 8,55 -5,85 -8,72 7,04 0,26 

13 Kota Sabang 16,14 1,04 -4,50 7,91 5,15 

14 Kota langsa 24,74 3,13 -20,52 12,79 5,04 

15 Kota Lhokseumawe 8,74 -0,79 -16,89 15,38 1,61 

16 Kab. Gayo Lues 12,16 -8,35 -11,89 11,09 0,75 

17 Kab. Aceh Barat Daya 12,96 -5,16 -9,78 12,21 2,56 

18 Kab. Aceh Jaya 9,14 2,15 -29,17 32,17 3,57 

19 Kab. Nagan Raya 11,71 -0,93 -13,74 14,57 2,90 

20 Kab. Aceh Tamiang 18,98 -4,29 -8,38 9,89 4,05 

21 Kab. Bener Meriah 18,73 4,43 -14,76 17,84 6,56 

22 Kab. Pidie Jaya 11,96 34,62 -36,73 22,74 8,15 

23 Kota Subulussalam 25,07 -9,01 -24,95 28,69 4,95 
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Sumber Data : APBD Provinsi Aceh Tahun 2015-2019 (Diolah Peneliti, 2021) 
Tabel 8 Presentase Rasio Pertumbuhan Pendapatan (Belanja Modal) 

Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2015-2019 

No Kabupaten/Kota 

Tahun (%) 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 Rata-Rata 

1 Kab. Aceh Barat 9,79 4,95 -38,56 36,94 3,28 

2 Kab. Aceh Besar 51,23 -28,64 -9,97 11,32 5,99 

3 Kab. Aceh Selatan 7,47 7,58 -41,04 15,62 -2,59 

4 Kab. Aceh Singkil -2,52 -36,57 -46,60 75,11 -2,64 

5 Kab. Aceh Tengah 33,05 -19,68 -56,03 54,14 2,87 

6 Kab. Aceh Tenggara 13,78 -7,71 -59,41 55,32 0,50 

7 Kab. Aceh Timur 13,10 9,77 -66,00 178,63 33,88 

8 Kab. Aceh Utara -1,22 0,03 -40,42 88,42 11,70 

9 Kab. Bireuen 0,84 35,24 -60,81 83,72 14,75 

10 Kab. Pidie 26,22 -21,83 -11,77 12,23 1,21 

11 Kab. Simeulue 21,25 34,60 -43,62 47,68 14,98 

12 Kota Banda Aceh 17,41 -12,33 -55,73 47,84 -0,70 

13 Kota Sabang 25,85 -25,87 -12,12 57,07 11,23 

14 Kota langsa 68,65 13,22 -65,35 71,9 22,12 

15 Kota Lhokseumawe 5,81 -5,25 -36,01 42,49 1,76 
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No Kabupaten/Kota 

Tahun (%) 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 Rata-Rata 

16 Kab. Gayo Lues 11,44 -37,26 -24,41 3,68 -11,64 

17 Kab. Aceh Barat Daya 48,06 -37,69 -26,68 56,82 10,13 

18 Kab. Aceh Jaya 29,45 -18,40 -54,33 25,14 -4,53 

19 Kab. Nagan Raya -16,62 1,17 -44,57 57,24 -0,70 

20 Kab. Aceh Tamiang -5,11 -15,93 -39,33 36,87 -5,88 

21 Kab. Bener Meriah 17,52 -12,00 -33,01 15,42 -3,02 

22 Kab. Pidie Jaya -2,98 -22,55 -23,59 14,58 -8,64 

23 Kota Subulussalam 77,51 -24,37 -58,80 65,69 15,01 

Sumber Data : APBD Provinsi Aceh Tahun 2015-2019 (Diolah Peneliti, 2021) 
Tabel 9 Presentase Rasio Pertumbuhan Pendapatan (Belanja Operasi) 

Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2015-2019 

No Kabupaten/Kota 

Tahun (%) 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 Rata-Rata 

1 Kab. Aceh Barat 21,11 0,85 -1,55 7,75 7,04 

2 Kab. Aceh Besar 20,97 3,63 0,09 6,16 7,71 

3 Kab. Aceh Selatan 22,10 3,85 -3,29 8,17 7,71 

4 Kab. Aceh Singkil 25,05 3,44 -6,51 10,49 8,12 

5 Kab. Aceh Tengah 17,31 -0,28 -3,41 4,77 4,60 
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No Kabupaten/Kota 

Tahun (%) 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 Rata-Rata 

6 Kab. Aceh Tenggara 18,45 -5,78 5,70 8,27 6,66 

7 Kab. Aceh Timur 17,34 14,82 -7,73 8,81 8,31 

8 Kab. Aceh Utara 25,72 -1,72 0,14 9,30 8,36 

9 Kab. Bireuen 24,98 1,56 -3,52 1,90 6,23 

10 Kab. Pidie 25,91 1,28 -3,15 8,13 8,04 

11 Kab. Simeulue 19,82 9,53 -4,25 10,60 8,92 

12 Kota Banda Aceh 10,71 -6,94 7,56 0,74 3,02 

13 Kota Sabang -5,99 11,07 -0,20 2,53 1,85 

14 Kota langsa 14,61 -2,20 -1,72 8,15 4,71 

15 Kota Lhokseumawe -0,26 -1,19 -2,19 5,88 0,56 

16 Kab. Gayo Lues 21,69 8,01 -6,82 17,17 10,01 

17 Kab. Aceh Barat Daya 17,96 -3,25 -8,79 14,12 5,01 

18 Kab. Aceh Jaya 10,37 7,18 -9,30 14,71 5,74 

19 Kab. Nagan Raya 24,46 -0,64 -0,61 4,13 6,84 

20 Kab. Aceh Tamiang 18,73 5,59 -4,70 12,97 8,15 

21 Kab. Bener Meriah 23,71 8,13 -8,80 17,74 10,20 

22 Kab. Pidie Jaya 21,72 6,85 37,84 -19,62 11,70 
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No Kabupaten/Kota 

Tahun (%) 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 Rata-Rata 

23 Kota Subulussalam 12,11 -1,53 -7,29 17,42 5,18 

Sumber Data : APBD Provinsi Aceh Tahun 2015-2019 (Diolah Peneliti, 2021) 

 Pada tabel 9 diketahui bahwa rata-rata belanja Operasi kabupaten/kota 
di Provinsi Aceh mendapatkan hasil positif, yang artinya belanja operasi lebih 
besar dibandingkan belanja modal. Artinya semakin tinggi pertumbuhan 
PAD, pendapatan dan belanja operasi yang diikuti oleh rendahnya belanja 
modal, maka pertumbuhannya negatif. Pertumbuhan yang negatif dapat 
dikatakan bahwa daerah tersebut belum mampu untuk mempertahankan dan 
meningkatkan pertumbuhan pendapatan daerahnya tersebut dari tahun ke 
tahun. 

 
SIMPULAN 
Kinerja Keuangan Daerah Provinsi Aceh dilihat dari Rasio kemandirian keuangan 
Daerah sepanjang tahun 2015-2019 tergolong masih sangat rendah dengan pola 
hubungan yang instruktif, sedangkan pada Kota Banda Aceh memiliki pola 
hubungan yang konsultif. Kinerja Keuangan Daerah Provinsi Aceh dilihat dari Rasio 
Efektivitas secara keseluruhan sepanjang tahun 2015-2019 memiliki rata-rata tidak 
efektiv dengan perkembangan rasio yang cukup fluktuatif. Kinerja Keuangan Daerah 
Provinsi Aceh dilihat dari Rasio Efisiensi Keuangan Daerah masih belum efisien, 
secara keseluruhan sepanjang tahun 2015-2019 memiliki rata-rata tidak efisien 
dengan perkembangan rasio yang fluktuatif. Kinerja Keuangan Daerah Provinsi 
Aceh dilihat dari Rasio Pertumbuhan Pendapatan PAD, Pendapatan, Belanja Modal 
dan Belanja Operasi) sepanjang tahun 2015-2019 memiliki pertumbuhan yang 
fluktuatif. Artinya pemerintah Provinsi Aceh belum bisa mempertahankan atau 
meningkatkan rasio pertumbuhan pendapatannya dari tahun ke tahun. 
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